BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Kedudukan PT KBN berbentuk perseroan memiliki dasar hukum pendiriannya sama
seperti badan hukum privat lainnya, berdasarkan pasal 11 BUMN, suatu persero BUMN
tunduk pada UU PT dan dalam pendiriannya pun yang membedakan sebagai BUMN
dengan PT lain hanya pendiriannya dilakukan oleh negara namun tanpa dengan undang
undang atau peraturan peraturan lainnya. Sehingga kedudukan PT KBN sebagai BUMN
persero merupakan badan hukum privat dan bukan badan hukum publik, terkait
kewenangannya PT KBN ini diselenggarakan untuk membantu konsep Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang dibuat oleh pemerintah dalam pemberian perizinan khususnya Surat

Keterangan Asal yang sifatnya merupakan teknis administratif.

2. Tindakan pendelegasian wewenang pemerintah kepada PT KBN merupakan sah secara
hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Tentang Penanaman
Modal dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Industri guna
mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Industri. Pendelegasian wewenang
yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak melanggar prinsip prinsip dari deregulasi
perizinan yang mengharuskan bahwa deregulasi tersebut harus dilakukan pada izin yang
memiliki sifat teknis administratif, yang dalam studi kasus ini yaitu terkait pendelegasian
perizinan Surat Keterangan Asal.

Selain itu keabsahan tindakan PT KBN dalam menerbitkan perizinan sudah memenuhi
ruang lingkup tiga aspek dasar keabsahan, yaitu aspek kewenangan, prosedur dan

substansi.
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2.1. Saran
Perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai kedudukan suatu BUMN sebagai badan
hukum privat yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan perizinan di kawasan industri. Selain
itu harus ada keselarasan antara lembaga atau instansi pemberian perizinan dibidang penanaman
modal agar deregulasi dan debirokratisasi yang melahirkan konsep pelayanan terpadu satu pintu

dapat berjalan dengan efektif dan efisien
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